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ABSTHRAK

IPutusan pemidonaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan
Megeri. Putusan ini terjadi. jika pengadilan berpendapat bahwa teedakwa terbukti
bersalzh melakukan tindak pidana vang didakwakan kepadanya (vide [93 avat (1)
KUHAP). Dalam putusan pemidanazn hakim harus memperhatikan pertimbangan
yvang menjadi syvarat untuk swatn putusan. Adapun pertimbongoan hakim dalam
suatu  putusan pemidanzan yang menjadi dasar penjatuhan  pidana  adalah
pemberatan dan peringanan pidana, Pemberatan ini dinilai sebagai refleksi sifa
yang jahat dari terdakwa dan peringanan pidana dinilai sebagai refleksi sifat yang
baik dari terdakwa. Tindak pidana pembunuehan vang merupakan ancaman sanksi
pidanarya lebih berat, dalam penjatuhan putusan, hakim harus memberikon
putusan yeng adil. Dengan demikian, dalam pemberian hal pemberatan dan
peringanan, hakim kams benar-hener mengimbangkan kedua hal tersebut, agar
putusan pidana nantinya dirasakan masyarakat, “sctimpal dengan kesalahan™.
Dengan hal pemberatan dan peringanan pidana ini pula yang dapat menjadikan
suatu pumsan terscbut berbeda-beda, Oleh karema itu penulis berkeinginan
meneliti lebih dalam mengenai dasar-dasar pemberatan dan peringanan pldana
dalpm kaitannya dengan disparitas putusan pemidanaan pada tindak pidana
pembunuhan pada Pengadilan Negeri Klas T A Padang. Untuk itu, Penulis
mencobe  mengangkat ke dalam  swate penelitian  dengan muang  lingkup
permasalahannya. Apa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam pemberatan dan
peringanan pidana pada tindak pidans pembunuhan, dan bagaimana bentuk-
hentuk tindak pidana pembunuban yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan
Megeri Padang dan berapa masa pidana yang akan dijatuhkan, Dalam penulisarn
skripsi ini, penelition yang digumakan oleh Penulis adalah bersifat yuridis
sosielogis,yaite menekankan pada aspek-aspek hukum (peratumn perundang-
undangan) dikaitkan dengan prekiek dilapangan.Sumber data yang diperaleh
dengan pengumpulan data primer yang dilakukan langsung ke lapangan dengan
mengadakan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang. Data sckunder
berupa buku-buku. Studi dokemen yang berisi data wang diperoleh dari
Pengadilan Megeri Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
dasar pemberatan dan peringanan pidana pada tindak pidana pembunuhan dalam
kaitannya dengan disparitas purusan vaitu pada kasuistis (kasus per kasus), surat
tuntutan jeksa, fakior penychab pelaku melakukan tindak pidsna pembunuban,
kemudian tempus dan locus delicti serta vraian kejadian (kasus posisi) suale
tindak pidana pembunuhan, Berdasarkan data vang diperoleh pada Pengadilan
Megeri Padapg pada kasus tindak pidana pembunuhan putusan pidananya berupa
pidana penjara vang berbeda-bedz pada setiap kasusnya.



BABT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan pemidanaan merupakan salah satw bentuk putusan Pengadilan
Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 ayat {11 KLTHAR)
dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 avat (2) KUHAP).
Putusan pemidanaan tegjadi, jika pengadilen berpendapat bahwa terdakwa
hersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepedanya (vide Pasal 193
ayal (1) KUHAF). Dengan demikisn, dapat disimpulkan bahwa dari hasil
pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepedanya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Jike Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya
kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas
dendam, rutinitss pekerjzan ataupun bersifar formalitas, Memang apabila kita
kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalsh untuk
menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenamya tujuannya lebih luas yaitu
twjuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil it
hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaite yang menjadi
tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ity mencapai suatu masyarakat
yang lertib, temteram, damai, adil, dan scjahtera (tata tenteram kerta rataria) (Dr.
A, Hamzsh, SH: 1985 :19.)'

Suatu alat untuk menelit, bagi hakim maupun bagi masyarakat adalah

' Bambang Waluyo. Pidana din Pemidaraer Siner Gofikn, Jakarta, 2000, Hal, B4



perlunya suatu mativering dari hukuman yeng dijatuhkan. Scecars umum,
persyaratan adanya pertimbangan ataupun alasan-alasan untuk suatu putusan itu
dinyatakan dalam Undang-undanpg Kekuassan Kehakiman MNo. 4 Tahun 2004
Pasal 25 avat (1} vang berbunyi : *

“Hegala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-

dasar putusan itu, juga barus memeat pula pasal-pasal tertentu dar

peraturan-peratucan ¥ang bersangkutan atae sumber hukum tak tertulis
vang dijadikan dasar untuk mengadili™,

Pertimbangan atau alasan-alasan pemidanaan harus adanva keseimbangan
antara  Kepentingan  masvarakat dan  kepentingan terdakwa.  Kepentingan
masyarakat  umumnyz  dirumuskan  dalam “pertimbangan memberatkan™,
sedangkan  kepentingan  terdakwa  dirumuskan  dalam “pertimbangan
meringankan”. Pertimbangan memberatkan seperti memberi keteranpan yang
berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan
negara dan sehagainya. Sedangken pertimbangan meringankan seperti terdakwa
rasib muda, berlaku sopan d2n mengakui perbuatannya,

Jika diperhatikan  pertimbangan  memberatkan  dan  pertimbangan
meringankan, berarti dapat dikatakan bahwa pertimbangan memberatkan dinilai
sehagai sifal yang jahat dari terdakwa sedangkan perimbangan meringankan
dinilai sebagai refleksi sifat yang baik dari terdakwa. Berarti dengan hal demikian
bahwa dalam pemidanaan adanya perlindungan dan menjamin hak pelaku, hingga
nantinya pelaku menjadi warga masyarakat vang baik dan bertangoung jawah,

Berdasarkan pertimbangan memberatkan dan meringankan, dalam setiap

putuszn vang dijatuhkan menyebabkan pidana vang diancam dapat menjadi lebik

* Undang-undang Mo.4 Tahun 2004, Tim Redaksd Fobusmedia Bandung. 2004



berat atau menjadi lebih ringan bila dibandingkan dengan vang seharusnya
diancamkan atau dijatuhkan. Selain hal tersebut dengan adanva pemberztan dan
peringanan menyebabkan pidana yang diancamkan atau dijatuhkan berbeda-beda
terhadap pefaku tindak pidana vang satu dengan pelaku tindak pidenas vang [fain,
[¥ mana perbedaan penjatuhan pidana ini juga melihat pada kepentingan pelaku,
menjamin dan melindungi hak pelaku. Kadang dengan hal demikian, setiap orang,
mengerti atau tidak mengerti, berkepentingan atau tidak berkepentingan, sangat
aktif memberi pendapat kalau ada putusan hakim vang dirasakan kurang
memuaskan, atau kurang mencerminkan rasa keadilan masvarakat.”

I3 lihat dari kasus-kasus tindak pidana pembunuhan vang terjadi dan telah
dijaruhkan ancaman pidana pada pelakunya, tidak semua ancaman pidana tersehut
sama seperti yang seharusnys diancamkan. Jika hakim menjaruhkan ancaman
vang berat pada pelaku tindsk pidana pembunuhan vang dikarenakan hal-hal
pertimbangan tersebul maka mengapa pada kasus vang sama hakim dapat
menjatubken putusan pemidanaan yang berbeda pada pelaku dan wakiu vang
berbeda.

Berdasarkan alasan yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk
menelit: tentang @ “DASAR-DASAR PEMBERATAN DAN PERINGANAN
PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PUTUSAN

PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNTUHAN®.

YWaria Pedilan, Dalom drsikel Bagie Maran - hakim don Pemidononn . Teatan Hakim
[ndoresia, Jakara pusa:. 2006. Hal. 3.
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BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

[

Pada setiap pumsan pemidznaan shususnya tindak pidana pembunulian tidak
Stmua penjatuban putesan pidana ity sama. Perbedasn pidana ini yang
menjadi dasar mempengaruhj Putisan adalzh pertimbangan hakim berupa hal-
hal yang memberatkan dan hai-hal vang meringankan, Hal yang memberatkan
dan hal yang meringankan pidana ini dapat bersifu yuridis dan non vuridis,
Dengan adanvya pertimbangan ini Hakim dalam menjatuhkan PULUsANYS
banvak yang tidak sesusj dengan apa vang dicantumkan dalarm Pasal-pasal
yong dikenakan terdakwa,

Yang menjadi dasar-dasar pemberatan dan peringanan pidana pada tindak
pidana pembunuhan jme adalah ;

Hal vang memberatkan berpa ;
4. Terdakwa memberikan keteran gan vang berbelit-beli
b. Terdakwa permah difiukum
€. Residivist
d. Samenloop
e Karena melanggar Kewajiban istimewa Jabatan

Hal yang meringankan berupa ;
4. Terdakwa belum pernah dihuk LM

b. Terdakwa menyesali perbustannya, men gaku ferus terang

7o
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. |

¢ Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
d. Terdakwa masih berusiz muds stau belum dewssa
€. Terdskwa vang tergangay Jiwanva

Dengan adanya dasar pemberatan dan peringanan pidana pads tindak
pidana pembunuhan terjadi diparitas putusan pemidanasn vang disebahkan
karena, antara lain ;

I, Dilihat pada kasuistis (kasus per kasws)

2. Surat tuntutan jaksa

3. fakter-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembusuhan.

4. Tempus dan locus delicti berbeda

3. Kasus posisi yang berbeda (uraian Kejadian)

Bzhwa pelaku tindak pidana pembunuhan umumnya dikenakan pasal wvang
berupa berkenaan dengan pembunuhan dan penpaniavaan, Karena tindak
pidana pembunuhan dan penganiayaan sangat erat hubungannya sarg dengan
¥ang lainnyva, oleh karena tindak pidana pembunuban selaly didahulus aleh
penganiavamrn.

Bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan vang tedadi dj Pengadilan
Negeri Padang berupa, Tindak Pidapa Pembunuhan Biasa, Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana dan Abortys, Pada setiap bentuk tindak pidana
pembunuhan tersebut masa pidana yang dijatubkan herbeda-beda atzu dengan

istilah disparitas,
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